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TEI{TANG

PE.IABAT PENETAPAN NII.,AI BARANG MILIK DAERAH
UNTUK KEPENTINGAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GT'BERITUR I|USA TEN(XiARA TIUUR,

ilcnlmbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1o huruf d Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab mengatur
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri

Ysnglngat : 1.

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala SKPD yang mempunyai
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat
Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab memb,erikan pada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan
dan penghapusan barang milik daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pejabat Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Untuk
Kepentingan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
f958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5+Zl; lp
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

I(ELIIIA

MEMUTUSIIAil:

Pejabat Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan
Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki
memiliki wewenang untuk menetapkan nilai barang milik daerah
yang akan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertanggunglawab kepada Gubernur
Nusa Tenggara Timur sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1C fabru,ari 2O2O

a.N. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di KunanS' 
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SUSUNAN PE.IABAT PENETAPAN NILAI BARANG MILIK DAERAH
UNTUK KEPENTINGAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1014

NO NA[A/JABATAIV
XEDT'DUKAI{/JABATAN
DALAU PTNGEI,OI.AAI{

BARANG UILII( DAERAH
WEWEI{AITG

7 2 3 4
I Sekretaris Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur
Pengelola Barang Milik

Daerah
Menetapkan Nilai Barang Milik
Daerah dengan harga jual di atas
Rp. 20O.000.000,- (dua ratus
iuta rupiah).

2 Kepala Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Pejabat Penatausahaan
Barang Milik Daerah

Menetapkan Nilai Barang Milik
Daerah dengan hargajual RP.
l,- (satu rupiah) sampai dengan
Rp. 200.0OO.000,- (dua ratus
juta rupiah).

SEKRERRIS DAERAH,O

-dl / ,/ ./


